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ABSTRAK 

Penelitian bertujuan untuk mengetahui transparansi, akuntanbilitas, dan kinerja 

anggaran berkonsep Value for Money pada Balai PSDA Pemali Comal Dinas 

PUSDATARU berdasarkan 3 elemen yaitu Ekonomis, Efisiensi, dan Efektivitas. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian di Balai 

PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU berdasarkan program kerjanya sudah 

dikatakan transparan, serta akuntanbilitasnya sudah sesuai dengan 

pertanggungjawabannya, sedangkan kinerja anggarannya antara realisasinya 

sudah sesuai dengan yang telah dianggaran, dilihat dari rasio ekonomisnya pada 

tahun 2021 dan 2022 menunjukan bahwa kinerja anggarannya dengan realisasinya 

sudah dikatakan ekonomis sebab dengan nilai perbandingan yang diperoleh 

kurang dari 100%. Serta dilihat dari rasio efisiensinya pada tahun 2021 dan 2022 

menunjukan bahwa hasil dari pencapaian melalui program kerjanya dan 

realisasinya dan realisasinya sudah dikatakan efisien cukup seimbang dan efisien 

dari dengan nilai perbandingan sama dengan 100% dan juga lebih dari 100%. 

Rasio efektivitasnya di tahun 2021 terdapat 17 kegiatan dengan nilai efektifitas 

cukup seimbang dengan nilai perbandingan sama dengan 100%, tahun 2022 

terdapat 12 kegiatan dengan nilai efektivitas cukup seimbang dengan nilai 

perbandingan sama dengan 100% dan 2 kegiatan dengan nilai sangat efektivitas 

dengan nilai perbandingan lebih dari 100%. 

 

Kata Kunci : Transparansi, Akuntanbilitas, dan Kinerja Anggaran  
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ABSTRACT 

The study aims to determine transparency, accountability, and budget 

performance with the concept of Value for Money at the Pemali Comal PSDA 

Center of the PUSDATARU Office based on 3 elements, namely Economic, 

Efficiency, and Effectiveness. This type of research is qualitative descriptive 

research. The results of research at the Pemali Comal PSDA Center of the 

PUSDATARU Office based on its work program have been said to be transparent, 

and the accountability is in accordance with its accountability, while the budget 

performance between its realization is in accordance with what has been 

budgeted, judging from its economic ratio in 2021 and 2022 shows that its budget 

performance with its realization has been said to be economical because the 

comparison value obtained is less than 100%. And judging from the efficiency 

ratio in 2021 and 2022, it shows that the results of achievements through its work 

programs and their realization and realization have been said to be efficient, 

quite balanced and efficient from a comparison value equal to 100% and also 

more than 100%. The effectiveness ratio in 2021 there are 17 activities with a 

fairly balanced effectiveness value with a comparison value equal to 100%, in 

2022 there are 12 activities with a fairly balanced effectiveness value with a 

comparison value equal to 100% and 2 activities with a very effective value with a 

comparison value of more than 100%. 

 

Keyword : Transparency, Accountability, and Budget Performance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Era modern saat ini, setiap individu mempunyai kebebasan 

dalam bertindak maupun bernegara, adanya informasi yang disampaikan 

melalui berbagai saluran di media sosial. Transparansi sebagai program 

wajib yang dilaksanakan oleh suatu organisasi yang memerlukan 

transparansi informasi berdasarkan kebutuhan organisasi dan pihak pihak 

yang mempunyai kepentingan. Organisasi sektor publik mempunyai hak 

serta kewajiban untuk mengetahui tanggung jawab organisasi pemerintah 

untuk mengelola sumber daya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  Organisasi sektor publik saat ini, sering disalah 

artikan oleh masyarakat sebagai organisasi yang kurang optimal, tidak 

produktif dan kualitas kinerjanya rendah, sehingga juga membuang-buang 

uang. Organisasi sektor publik kini berada di bawah tekanan masyarakat 

untuk lebih efisien dalam menghitung biaya ekonomi maupun sosial, 

secara lebih efektif akibat dampak negatif terhadap kegiatan yang 

dilakukan. (Setda, 2022) 

Akuntanbilitas sangat penting jika diterapkan pada 

penyelenggaraan pelayanan publik, karena berdasarkan argumentasi 

bahwa keberadaan negara bergantung pada masyarakat, maka negara 

mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan yang 

bertanggungjawab dan bermutu. Menghadapi kebutuhan masyarakat yang 
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semakin meningkat, maka memberikan pelayanan publik bukan hanya 

menjadi  tanggung jawab pemerintah tetapi melibatkan peran serta pihak 

swasta. Untuk menjamin akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, 

dikembangkan suatu sistem akuntabilitas secara efisien, tertib, efektif dan 

jelas dikenal dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau 

sering terdengar sebagai sebutan SAKIP (AKUNTABILITAS: MENUJU 

INDONESIA BERKINERJA, t.t.). 

Akuntanbilitas dan Transparansi berjalan beriringan, karena dalam 

melaksanakan akuntabilitas diperlukan adanya transparansi. Sebab, 

pemerintah yang demokratis memerlukan keterbukaan dalam pengelolaan 

keuangan suatu badan publik. Oleh sebab itu, akuntanbilitas suatu hal yang 

penting dalam pengelolaan keuangan suatu lembaga publik.  Persoalan 

akuntanbilitas dan transparansi suatu persoalan implementasi pemerintan 

daerah yang dapat ditemukan dalam pengeloalaan keuangan saat ini. Jika 

itu terjadi, hal ini dapat memperkuat kebutuhan akan akuntanbilitas publik 

dan transparanssi publik dalam suatu lembaga publik. Hal ini tidak terlepas 

dari mereka yang mencita-citakan terbentuknya pemerintahan yang bebas 

Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Sebagai lembaga negara yang 

bertugas mengkaji pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) salah satu lembaga yang berperan 

penting dalam melindungi dan memastikan keuangan negara digunakan 

sebaik-baiknya untuk masyarakat. Oleh karena itu, dalam menyusun 

laporan keuangan, harus memahami konsep pelaporan keuangan dan 
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menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan tepat dan 

akurat. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang tidak sesuai 

dengan peraturan dan standar yang digunakan dalam SAP akan 

mempengaruhi opini auditor terhadap laporan keuangan yang disajikan. 

(Nina Rosalin Siahaan_2018.). 

Pengukuran kinerja pemerint daerah harus mencakup pengukuran 

kinerja keuangan dan juga non-keuangan. Indikatornya mencakup Input, 

seperti jumlah modal yang dibutuhkan, jumlah staf yang dibutuhkan, 

jumlah infrastruktur yang ada dan juga waktu penggunaan. Apakah itu 

salah satu indicator proses kepatuhan hukum dan peraturan serta rata-rata 

yang diperlukan untuk menghasilkan atau menghasilkan ssuatu layanan. 

Kemudian indeks output adalah kualitas produk atau jasa yang dihasilkan 

dan konsisten produksi barang atau jasa tersebut. Hasilnya adalah tingkat 

kualitas produk dan jasa yang dihasilkan serta produktivitas pegawai dan 

pekerjanya. Manfaat maupun benefit baik pada tingkat kepuasan 

masyarakat maupun pada tingkat partisipasi masyarakat. Sedangkan 

dampak impact terdapat peningkatan kesejahteraan masyarakat dan 

peningkatan pendapatanya. (Dwi Purwanti, 2017) 

Pada era yang semakin canggih sekarang, persepsi masyarakat 

semakin cerdas dan kritis terhadap pelaksanaan pembangunan memerlukan 

interpretasi terhadap keterbukaan anggaran serta kinerja sektor publik. 

Masyarakat seringkali memandang organisasi sektor publik adalah tempat 

sumber kebocoran arus modal yang keluar, dan organisasi yang terus-
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menerus merugi. Masyarakat menuntut agar adanya keterbukaan ini sesuai 

dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang 

Nomor 25 Tahun 1999, memberikan serangkaian landasan reformasi 

kelembagaan yang bertujuan untuk menciptakan mekanisme pengelolaan 

pemerintahan yang baik, khususnya pemerintahan yang bersih, efisien, 

transparans, responsive, dan bertanggung jawab. Dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah dengan jelas 

menyebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak serta kewajiban 

masyarakat yang mampu mengatur sendiri urusan yang dijalankan dalam 

mencapai tujuan memberikan kepentingan bagi masyarakat Indonesia, 

supaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan hidup 

daerahnya. Selain itu, terdapat hak untuk mengurus kepentingan 

masyarakat yang didasarkan pada aspirasi masyarakat didalam ikatan 

Negara Kesatuan Republik Indonesia. (Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan, 2015). 

Melalui konsep Value for Money telah memberikan informasi 

berupa indikator yang menunjukkan apakah anggaran tersebut 

dibelanjakan atau yang dikeluarkan tersebut menciptakan nilai tertentu 

bagi masyarakat atau tidak. Sektor publik sering kali dipandang sebagai 

sumber inefisiensi, pemborosan, sumber kebocoran arus modal yang 

keluar, maupun organisasi yang selalu merugi. Tuntutan baru telah muncul 

bagi organisasi sektor publik untuk memperhatikan niai uang ketika 

menjalankan aktivitasnya. Melalui konsep ini, selain evaluasi finansial, 
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evaluasi kinerja non finansial juga mencakup evaluasi kualitas layanan 

yang berfokus pada kualitas yang konsisten, khususnya untuk pemenuhan 

harapan pelanggan. (Ganjar & Nugraha, 2022) 

Pemerintahan daerah mengurus urusan pemerintahan yang menjadi 

keewenangannya dan dilimpahkan kepada pemerintah daerah oleh 

pemerintah pusat. Meskipun beberapa urusan pemerintahan seperti 

pertahanan, moneter, fiskal nasional sampai kebijakan luar negeri 

semuanya diatur oleh pemerintah pusat. Implementasi keterampilan in 

dilengkapi dengan transfer dan pendanaan, peralatan dan insfrastruktur, 

serta SDM. Hibah yang diajukan dapat dilakukan dengan dua cara, yakni 

Anggaran Pendapatan & Belanja Daerah (APBD) dan  Anggaran 

Pendapatan & Belanja Negara (APBN). Penyelenggaraan kewenangan dan 

penyerahan pendanaan tersebut untuk menyelaraskan kebutuhan keuangan 

antara tanggungjawab pengelolaan pemerintah pusat dan pemerintah 

daerah. Untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan, kemudian, 

pengembangan dan penerapan akuntansi sektor publik yang dilakukan 

sebagai alat transparansi untuk mencapai akuntanbilitas publik guna 

mencapai good governance. Hal ini salah satu cara transformasi 

pengelolaan pemerintahan di Indonesia saat ini, untuk menyelesaikan 

permasalahan terkait penyusunan APBD serta APBN. 

Pemerintah melakukan reformasi sistem pengelolaan keuangan 

negara. Terbukti dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara. Hal ini tertuang dalam peraturan terkait 
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prinsip umum pada pengelolaan keuangan negara atau dikenal juga dengan 

akuntabilitas kinerja dan transparansi pengelolaan keuangan negara. Salah 

satu cara untuk mengevaluasi yang dapat dipertimbangkan adalah dengan 

mengukur atau mengevaluasi kinerja, mulai dari tahap perencanaan 

anggaran hingga tahap pelaksanaan anggaran, dengan menggunakan 

konsep Value for Money. Maka jika dicermati, konsep ini sebenarnya 

bukanlah suatu hal yang baru, pada kenyataannya adalah salah satu prinsip 

penting penganggaran berbasis kinerja untuk tata kelola pemerintahan 

yang baik. 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, sangat jelas 

bahwa langkah ini diperlukan agar berbagai instansi pemerinta ddapat 

mencapai kinerjanya. Dinas Pengelolaan SDA Pemali Comal salah satu 

instansi atau oraganisasi pemerintah yang berada di bawah koordinasi 

pemerintah provinsi. Balai ini bertanggungjawab dalam menyelenggarakan 

pelayanan operasional kepada masyarakat di bidang sumber daya air dan 

menyelenggarakan konservasi SDA, serta mengendalikan daya rusak air 

pada sungai, bendungan, danau, embung, saluran, daerah irigasi dan rawa. 

Pada Penelitian Melinda (2022) yang berjudul “Analisis Value for 

Money pada Kinerja Keuangan Dinas komunikasi, Informasi dan 

Statistika” dengan tujuan untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas 

Komunikasi, Informatika dan Statistika dengan prinsip Value for Money. 

Penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif. Dalam penelitan ini 

dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpilkan 
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adalah LAKIP dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019 dan 2020. 

penelitian ini dilakukan dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penilitian 

ini menyatakan bahwa kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan 

Statistika dilihat dari tiga elemen utama yaitu: Ekonomis, Efektivitas dan 

Efisiensi dalam konsep Value for Money belum mencapai hasil yang 

maksimal atau belum memenuhi prinsip value for money (Melinda, 2022). 

Pada penelitian Rahman (2021) yang berjudul “Analisis Value for 

Money pada Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Dinas Enaergi dan Sumber Daya Mineral” dengan tujuan untuk 

mengetahui kinerja keuangan di Dinas ESDM pada tahun 2017-2019 

berdasarkan value for money. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah data primer dan data sekunder. Hasil dari penelitian ini yang 

dilakukan pada Dinas ESDM menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas 

ESDM pada Rasio Ekonomis 2017-2019 sudah baik. Namun hasil Rasio 

Efisiensi dan Rasio Efektivitasnya belum dapat dianggap sebagai efisiensi 

operasional dan belem efektif.  (Rahman, 2021). 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, saya akan 

melakukan penelitian dengan judul “Analisis Transparansi, Akuntabilitas 

dan Kinerja Anggaran Berkonsep Value For Money pada Dinas 

Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal” 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 

Transparansi, Akuntanbilitas dan Kinerja Anggaran berkonsep Value for 

Money pada Balai Pengelolaan SDA Pemali Comal?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Untuk Mengetahui Transparansi, Akuntanbilitas dan Kinerja 

Anggaran berkonsep  Value for Money pada Balai Pengelolaan SDA Pemali 

Comal Dinas PUSDATARU. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil dari penelitaian ini diharapkan dapat mengetahui ilmu 

pengetahuan mengenai Analisis Transparansi, Akuntanbilitas dan 

Kinerja Anggaran yang Berkonsep Value for Money pada Instansi 

Pemerintah.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Peneliti berharap penelitian ini bisa bermanfaat sebagai alat 

yang tepat untuk menerapkan teori akuntansi yang telah 

dipelajari selama perkuliahan dan pihak Dinas Pengelolaan 

SDA Pemali Comal dapat berbagi pengetahuan secara khusus 

dengan tentang konsep Value for Money. 

b. Bagi Instansi (Balai Pengelolaan SDA Pemali Comal Dinas 

PUSDATARU) 
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Saya Berharap penelitian ini bisa menjadi ikut sertaan dalam 

pengambilan keputusan bagi Balai Pengelolaan Sumber Daya 

Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU 

c. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan bisa untuk sumber referensi dan 

bisa dikembangkan manjadi lebih sempurna bagi penelitan 

selanjutnya.  
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

2.1.1 Transparansi  

Transparansi yang digunakan pada terminologi politik yang 

berarti keterbukaan dan pertanggungjawaban. Transparansi 

merupakan keterbukaan, yang artinya keputusan dilakukan serta 

pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan cara ataupun mekanisme 

yang mengikuti aturan yang telah ditetapkan suatu organisasi. 

Transparansi dapat dipahami sebagai informasi tentang suatu 

organisasi tersedia secara bebas serta dapat diakses oleh siapa saja 

yang terkena dampak dari kebijakan yang diterapkan oleh organisasi 

tersebut. Jika ada informasi yang tidak bisa dipublikasikan atau 

dirahasiakan, harus ada kriteria yang jelas. Keterbukaan ini dapat 

dipahami sebagai informasi yang lengkap mengenai kegiatan 

organisasi serta disajikan dalam bentuk media yang mudah dipahami 

oleh seluruh masyarakat. Banyak pihak yang menyatakan bahwa 

transparansi itu berkaitan erat dengan akuntabilitas. Ada yang 

menyatakan bahwa keduanya menyangkut materi dan ruang 

lingkupnya, dan ada juga transparansi dan akuntabilitas mencakup 

semua aspek termasuk program dan keuangan.  
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2.1.2 Akuntabilitas 

Istilah Akuntanbilitas adalah hal yang mungkin sering kita 

temukan dalam pengelolaan atau pengurusan perusahaan atau bahkan 

pemerintaha. Akuntanbilitas melekat pada pertanggungjawaban. Jika 

dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Akuntanbilitas diartikan 

sebagai keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya. 

Menurut Mardiasmo (2018), menyatakan bahwa akuntabilitas publik 

adalah kewajiban pemegang pemberi amanah untuk 

mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan dan 

mengungkapkan segala kegiatan dan tindakan yang menjadi tanggung 

jawabnya kepada pemberi amanah, pemegang hak serta penanggung 

jawab. Sedangkan menurut Teguh Arifiyadi (2018) pengertian 

akuntanbilitas adalah kewajiban iorganisasi atau individu yang 

bertanggungjawab untuk mengelola sumber daya publik yang 

mempengaruhinya dan kemudian mampu menjawab pertanyaan 

mengenai akuntabilitasnya. Akuntabilitas sendiri mempunyai 

keterkaitan yang cukup erat dengan pengendalian kinerja, khususnya 

yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pelayanan publik dan 

komunikasi transparan tujuan tersebut kepada publik. Sedangakan 

menurut Sirajudin Saleh dan Aslam Iqbal, pengertian tanggung jawab 

adalah sikap dan watak hidup manusia, termasuk tanggungjawab 

internal dan eksternal seseorang. 
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2.1.3 Konsep Value for Money  

Value for Money yang dapat dicapai jika sektor publik 

menggunakan biaya input yang serendah-rendahnya agar tercapainya 

output yang optimal guna tercapainya tujuan yang telah ditetapkan 

oleh organisasi sektor publik. Dapat diimplementasikan berdasarkan 

konsep value for money, bisa meningkatkan akuntabilitas sektor 

publik dan meningkatkan efisiensi operasional. Value for money juga 

salah satu konsep penilaian kerja suatu organisasi sektor publik, yang 

dinilai berdasarkan tingkat pencapaian suatu program kerja. Tingkat 

keberhasilan mengacu pada 3 elemen yaitu Ekonomis, Efisiensi serta 

Efektifitas. Melalui konsep ini diharapkan organisasi pemerintah bisa 

mengetahui, mengukur serta mengevaluasi kinerjanya dalam jangka 

waktu tertentu, mengurangi kerugian serta pemborosan modal, serta 

mampu memberikan pelayanan yang berkualitas. 

2.1.4 Kinerja Anggaran 

Kinerja anggaran merupakan performance budgeting, 

evaluasi dan pengukuran biaya yang dianggarkan yang digunakan 

untuk memproduksi atau mengembangkan produk atau layanan, 

evaluasi dan pengukuran dilakukan dengan mengelompokan akun 

anggaran kedalam kategori terkai produk atau layanan tersebut. 

Penganggaran berbasis kinerja bukanlah sesuatu hal baru, komitmen 

ini telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 yang 

terbitkan serta dilaksanakan melalui Peraturan Menteri dalam Negeri 
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Nomor 13 Tahun 2006. (Bagian Umum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bojonegoro). 

Penganggaran berbasis kinerja adalah metode penganggaran 

yang memungkinkan manajemen menghubungkan setiap biaya yang 

dikeluarkan dalam suatu kegiatan beserta manfaat yang diperoleh. 

Manfaat yang diurankan dalam serangkaian tujuan yang telah tertuang 

dalam sasaran kinerja masing-masing unit kerja. Penganggaran 

berbasis kinerja yang efektif mengidentifikasi hubungan antara nilai 

uang serta hasil, dan dapat menjelaskan mengapa hubungan ini 

penting untuk pengelolaan program yang efektif. Ada instrumen yang 

dapat digunakan untuk mencapai penganggaran berbasis kinerja, 

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 167 ayat 3 yang menyatakan 

“Belanja Daerah yang dimaksud pada ayat 1 mempertimbangkan 

analisis standar belanja, standar harga, tolak ukur kinerja dan standar 

pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan” hal serupa dinyatakan pada Perundang-

undangan Nomor 58 Tahun 2005 Pasal 39 Ayat 2 yaitu “ penyusunan 

anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian 

kinerja, indicator kinerja, analisis standar pelayanan minimal”. 

Kemudian di pertegas oleh peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

13 Tahun 2006 Pasal 93 ayat 1 yang secara jelas menyatakan bahwa 

penyusunan RKA SKPD didasarkan pada pelaksanaan pekerjaan, 
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analisis standar pengeluaran, kesatuan standar harga dan pelayanan 

minimal standar. Oleh karena itu, unsure-unsur utama perencanaan 

serta penganggaran berbasis kinerja mencakup analisis standar 

pengeluaran, standar pelayanan minimum, indikator kinerja, sasaran 

kinerja, serta standar harga satuan. (Bagian Umum Sekretariat Daerah 

Kabupaten Bojonegoro,). 

2.1.5 Pengukuran Kinerja Anggaran 

Pengukuran Kinerja merupakan langkah-langkah pengukuran 

yang dilakukan dalam berbagai aktivitas rantai nilai dalam 

perusahaan. Hasil pengukuran kemudian dijadikan sebagai umpan 

balik berupa tindakan yang efektif dan efisien, yang juga akan 

menginformasikan mengenai pelaksanaan rencana dan kapan 

perusahaan perlu melakukan penyesuaian terhadap kegiatan 

perencanaan serta pengendalian.  

Menurut Hansen dan Mowen pengukuran kinerja dibagi 

menjadi dua kelompok, yaitu pengukuran tradisional serta pengukuran 

modern. Pengukuran kinerja tradisional dilakukan dengan cara 

membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang dilanggar atau 

biaya standar tergantung pada sifat tanggung jawabnya. Sedangkan 

pengukuran kinerja modern menggunakan aktivitas yang sebagai 

landasannya. Ukuran kinerja dirancang sebagai nilai kualitas kinerja 

kegiatan dan dapat menentukan apakah perbaikan berkelanjutan telah 

dilakukan. 
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Sistem pengukuran kinerja adalah mekanisme yang 

membantu meningkatkan kemampuan organisasi untuk berhasil 

melaksanakan strateginya. Menurut Yuwono, sistem pengukuran 

kinerja adalah suatu sistem pencatatan dan pengukuran kinerja 

kegiatan yang ditujukan untuk mencapai suatu misi melalui hasil yang 

ditampilka  sebagai produk, jasa serta proses. Sedangkan menurut 

Mahmudi (2010), pengukuran kinerja adalah suatu proses 

mengevaluasi kemajuan kerja untuk pencapaian tujuan dan sasaran 

yang ditetapkan, melputi  informasi mengenai efektivitas penggunaan 

sumber daya yang baik berupa barang ataupun jasa, membandingkan 

hasil pekerjaan dengan tujuan dan efektivitas tindakan untuk 

mencapainya tujuan tersebut. 

2.1.6 Faktor Penentu Kinerja Anggaran 

Penerapan sistem penganggaran berbasis kinerja yang 

merupakan sebuah peluang untuk pemerintah namun juga menjadi 

sebuah tantangan. Dengan menerapkan sistem penganggaran berbasis 

kinerja, yang artinya pemerintah daerah dapat menyusun pedoman, 

kebijakan, serta program yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat 

serta lingkungan di wilayahnya. Namun Pemerintah perlu memberikan 

perhatian lebih, terutama untuk memenuhi aspirasi masyarakat, 

dengan skala prioritas yang harus akurat dan fungsi kontrol yang lebih 

ketat. Salah satu tantangan yang dihadapi pemerintah adalah 

pencapaian penganggaran berbasis kinerja, komitmen organisasi, 



16 
 

 
 

pengelolaan sistem administrasi, SDM dan waktu yang dibutuhkan 

untuk tercapainya suatu target. 

Hal ini sesuai teks pedoman penganggaran berbasis hasil 

yang diterbitkan pada tahun 2005 oleh Badan Pengawasan Keuangan 

dan Pembangunan (BPKP) menyatakan bahwa memerlukan persiapan 

sejumlah faktor agar berhasil menerapkan penganggaran berbasis 

kinerja yaitu: (Hasan, 2018) 

a. Gaya kepemimpinan dan komitmen seluruh elemen dalam 

organisasi. 

b. Penyempurnaan sistem administrasi. 

c. Sumber daya yang memadai 

d. Penghargaan/reward yang jelas 

e. Sanksi/punishment yang tegas. 

2.1.7 Karakteristik Kinerja Anggaran 

Instansi atau organisasi pemerintah, baik di pusat maupun 

daerah, merupakan organisasi sektor publik yang bertugas 

melaksanakan tugas masyarakat dengan memberikan pelayanan 

kepada publik. Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, instansi atau 

organisasi pemerintah menggunakan dana APBN dan APBD yang 

bersumber dari pajak, retribusi atau pendapatan lain yang dibayar oleh 

masyarakat. Pertunjukan kinerja publik yang rutin diadakan sebagai 

cermin kualitas birokrasi secara umum. Pengukuran kinerja ini 

kembali berguna untuk menilai berhasil tidaknya suatu organisasi, 
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program dan kegiatan yang dilakukan pemerintah. Salah satu 

pengukuran untuk mengetahui efisiensi birokrasi dapat digunakan 

untuk mengukur efektivitas pelaksanaan anggaran. Dalam melakukan 

penilaian kinerja APBN khususnya pada instansi pusat, terdapat 

sistem alat pengukuran yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja APBN pada satuan kerja Kementrian dan Lembaga adalah 

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA yang 

diterbitkan Kementrian Keuangan Nomor 195 Tahun 2018 terkait 

dengnan Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja 

Kementrian Negera atau Lembaga dengan menfokuskan pada prinsip 

Value for Money yaitu Ekonomi, Efisiensi dan Efektivitas serta 

kepatuhan terhadap regulasiyang ditetapkan dalam pengelolaan 

anggaran pemerintah. (Sijunjung, 2021) 

2.1.8 Value for Money 

Value for Money adalah konsep pengukuran kinerja. Value 

for money merupakan indikator kinerja sektor publik, yang 

menunjukkan apakah pengeluaran anggaran menciptakan nilai tertentu 

untuk masyarakat. Indikator yang dimaksud adalah ekonomi yang 

melibatkan analisis sejauh mana organisasi sektor publik dapat 

meminimalkan sumber daya input yang digunakan dengan 

menghindari biaya yang tidak perlu serta tidak efisien. Efisiensi 

merupakan perbandingan antara output dan input yang dikaitkan 

dengan standar atau tujuan kinerja yang telah ditentukan. 
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Merencanakan output yang maksimum dengan input yang minimum 

menunjukkan efisiensi. Sedangkan efektivitas adalah sejauh mana 

hasil program tercapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Menurut Nordiawan dan Hertianti (2010), Value for Money 

merupakan salah satu indikator yang memberitahu apakah 

pengeluaran anggaran menciptakan nilai tertentu bagi masyarakat atau 

tidak. Sedangkan menurut Mahmudi (2015), Value for Money 

merupakan sebuah konsep yang digunakan dalam organisasi sektor 

publik yang menghargai nilai uang. Pengukuran kinerja value for 

money adalah metrik kinerja yang mengukur ekonomi, efisiensi, dan 

efektivits pada suatu program kegitan. Sedangkan menurut Ardila 

(2015), value for money merupakan sebuah konsep yang mengukur 

kinerja pada suatu organisasi sektor publik tidak hanya pada sudut 

pandang finansial saja, tetapi dapat terlihat juga pada sudut pandang 

non-finansial untuk mengukur keberhasilan dari organisasi sektor 

publik yang aktif. 

2.1.9 Indikator Value for Money 

Value for money merupakan suatu konsep untuk 

mengevaluasi kerja organisasi sektor publik berdasarkan keberhasilan 

program kerjanya. keberhasilannya didasarkan pada 3 elemen yaitu 

Ekonomi, Efektivitas dan juga Efisiensi. Melalui konsep ini, 

mendapatkan informasi yang berupa indicator-indikator yang 

menunjukan besarnya dana yang dikeluarkan atau dana yang 
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dibelanjakan mampu membuat masyarakat sejahtera. Tidak jarang 

organisasi sektor publik dipandang sebagai pusat inefisiensi, sumber 

kerugian dan pemborosan modal, sehingga menyebabkan lembaga 

tersebut mengalami kerugian yang berkepanjangan. Hal ini yang pada 

akhirnya muncul tututan baru bagi organisasi sektor publik untuk 

mulai memperhatikan value for money. 

Sebagaiman yang dijelaskan, sebagian orang berpendapat 

bahwa Value for Money merupakan sebuah konsep pengelolaan 

organisasi di sektor publik yang didasarkan pada 3 elemen utama 

yaitu: (Kuncoro, 2020) 

● Ekonomi 

Pada indikator ini, input dengan kualitas tertentu diperoleh dengan 

harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan 

nilai input value dinyatakan dalam satuan moneter. Indikator 

tersebut berkaitan pada kemampuan organisasi dalam 

meminimalkan input resource yang digunakan. Salah satunya 

untuk menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan. 

● Efisiensi  

Pada indikator ini keuntungan maksimal dicapai dengan input yang 

diberikan. Dapat disimpulkan bahwa yang menggunakan input 

terendah untuk mencapai hasil tertentu. Selain itu, efisiensi juga 

bisa dinilai dari hasil perbandingan jumlah output atau input yang 

relatif pada standar kinerja tertentu. 
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● Efektivitas  

Pada indikator yang terakhir ini dapat dikatakan bahwa efektivitas 

adalah sejauh mana hasil dari suatu program dapat dicapai dengan 

tujuan yang dinyatakan secara sederhana. Pada intinya efekti itas 

itu perbandingan dari outcome dan output. 

2.1.10 Manfaat Implementasi 

Penerapan analisis value for money diyakini untuk 

meningkatkan akuntabilitas sektor publik serta meningkatkan 

kinerjanya. Menurut Mardiasmo (2009), manfaat penerapan konsep 

value for money pada organisasi sektor publik antara lain:  

a. Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, artinya pelayanan yang 

diberikan disesuaikan secara sempurna. 

b. Meningkatkan kualitas pelayanan publik. 

c. Mengurangi biaya utilitas karena inefisiensi dan penghematan 

penggunaan input.. 

d. Alokasi pengeluaran untuk kepentingan publik, bukan untuk 

golongan atau kelompok tertentu. 

e. Meningkatkan kesadaran akan dana publik (awareness of public 

cost) sebagai dasar penerapan akuntabilitas publik.   
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2.1.11 Skematik Value for Money 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1: Skematik Value For Money 

Sumber : Mardiasmo 

2.1.12 Pengukuran Value for Money 

Pengukuran kinerja finansial serta non-finansial dengan 

pendekatan value for money hanya dapat diukur jika diketahui tingkat 

input, output dan outcome atau hasilnya. Secara umum, langkah 

pertama pada organisasi pemerintah merupakan mengidentifikasi 

input, output, serta outcome. Bedasarkan determinan penentu tersebut, 

akan diselaraskan dengan tujuan, visi, dan misi organisasi. Diagram 

alur kerja dan nilai pengukuran value for money dijelaskan sebagai 

berikut:  

a. Input 

Input merupakan sumber daya yang digunakan untuk 

melaksanakan suatu kebijakan, program dan kegiatan. Misalnya 

dokter di rumah sakit, guru di sekolah, polisi di kantor polisi, atau 

Value for Money 

(3E) 

INPUT 

PRIMER (RP) 

INPUT 

(MASUKAN) 

OUTPUT 

(KELUARAN) 

OUTCOME 

(HASIL) 

EKONOMIS 

(SpendingLess) 

EFISIENSI (Spending 

Well)  

EKONOMIS 

(Spending Wisely) 
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pegawai di suatu instansi. Input diartikan dalam bentuk uang, 

seperti untuk biaya dokter, gaji guru, bahkan harga tanah. 

b. Output 

Output adalah hasil yang dicapai dari suatu program atau 

kebijakan; ukuran output mewakili hasil pelaksanaan suatu 

program kegiatanya. Misalnya menciptakan keutamaan hukum dan 

rasa aman dalam masyarakat. Pentingnya produksi dapat 

diperkirakan dengan berkurannya tingkat kejahatan.  

c. Outcome 

Outcome adalah dampak yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan 

tertentu. Outcome yang sering dikaitkan dengan tujuan yang 

diinginkan. Contohnya dari jasa kebersihan adalah menciptakan 

lingkungan perkotaan yang aman, bersih dan sehat.  

Setelah menentukan keberhasilan, langkah selanjutnya adalah 

menghitung rasio ekonomi, efisiensi dan efektivitas. Berikut adalah 

cara mengukurnya dan kriteria yang mendukung pengukuran value 

for money: (Kuncoro, 2020) 

a. Rasio Ekonomi 

Rasio ekonomi hanya memperhitungkan kualitas input yang 

digunakan. Berikut rumus pengukuran ekonomis sebagai 

berikut: 
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Ekonomis = Input : Input Value x 100% 

Gambar 2: Rasio Ekonomi 

Sumber : Kuncoro 2020 

Keterangan: 

Input adalah Realisasi Anggaran 

Input Value adalah Anggaran 

Tabel 2.1 

Kriteria Ekonomis 

No. Keterangan Persentase Kriteria 

1. Kurang Dari 100%   Ekonomis 

2. Sama Dengan 100%   Ekonomis Berimbang 

3. Lebih Dari 100%   Tidak Ekonomis 

Sumber : Kuncoro 2020 

Dalam sisi Ekonomi, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

mengukur ekonomi antara lain: 

- Apakah biaya organisasi lebih besar dari perkiraan 

organisasi? 

- Apakah organisasi telah menggunakan sumber daya 

finansial dengan baik baik dan maksimal? 

Selanjutnya dari pertanyaan diatas dapat dikembangkan sesuai 

dengan kebutuhan informasi yang telah didapat dari 

sumbernya dalam rangka untuk mengetahui tingkat 

ekonominya. 

b. Rasio Efisiensi 
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Pada metode value for money indikator ini dikaitkan 

pada konsep produktifitas. Efisiensi diukur dengan 

membandingkan antara output yang dihasilkan dengan input 

yang digunakan atau biaya produksi. Perlu diketahui bahwa 

efisiensi merupakan elemen terpenting dari tiga elemen utama 

value for money, karena dibandingkan dengan konsep ekonomi 

dan efisiensi, efisiensi merupakan bagian dari value for money 

yang dapat diukur dengan perbandingan antara input dan 

output. Sementara itu Ekonomis hanya menekankan pada 

inputnya saja dan efektivitas hanya pada outputnya. Adapun 

rumus pengukurannya sebagai berikut: 

Efisiensi = Output : Input x 100% 

Gambar 3: Rasio Efisiensi 

Sumber : kuncoro 2020 

Keterangan: 

Output adalah hasil dari pencapaian melalui kebijakan program 

dan aktivitas. 

Input adalah Realisasi Anggaran 

Tabel 2.2 

Kriteria Efisiensi 

No. Keterangan Persentase Kriteria 

1. Kurang Dari 100%  Tidak Efisiensi  

2. Sama Dengan 100%  Efisiensi Cukup Seimbang  

3. Lebih Dari 100%  Efisiensi  

Sumber : Kuncoro 2020 
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Dalam organisasi sektor publik ini, pengukuran 

efisiensinya dapat dibandingkan dengan membandingkan 

pengeluaran aktual dengan standar belanjanya. Sebelumnya, 

pengembangan standar belanja harus mempertimbangkan 

aspek ekonomi serta standar minimum pelayanan publik yang 

harus dipatuhi. 

c. Rasio Efektivitas 

Efektivitas dikaitkan pada tercapainya tujuan atau 

sasaran suatu kebijakan. Efektivitas sering kali diartikan 

sebagai hubungan antara suatu hasil dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Suatu kegiatan bisa dikatakan efektif apabila mampu 

dalam mencapai tujuan politik. Penting untuk diingat bahwa 

efektivitas tidak berhubungan dengan besarnya biaya yang 

dikeluarkan untuk tujuan tertentu. Namun hal ini dapat dilihat 

seberapa baik suatu kegiatan atau program tersebut telah 

mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Rumus untuk 

mengukur efektivitas adalah: 

Efektivitas = Outcome : Output x 100% 

Gambar 4: Rasio Efektivitas 

Sumber : Kuncoro 2020 

Keterangan: 

Outcome adalah Dampak dari Suatu Kegiatan 

Output adalah Hasil yang Dicapai oleh Kebijakan Suatu 

Program. 
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Tabel 2.3 

Kriteria Efektitas 

No. Keterangan Persentase Kriteria 

1. Kurang Dari 100%  Tidak Efektif 

2. Sama Dengan 100% 
Efektivitas Cukup 

Seimbang 

3. Lebih Dari 100%  Sangat Efektif 

Sumber : Kuncoro 2020 

Apabila suatu organisasi sektor publik telah berhasil 

mencapai tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan maka 

organisasi tersebut bisa dikatakan efektif. 

2.2 Telaah Penelitian Terdahulu 

Pada penelitian Lussiana dkk (2019) yang berjudul “Transparansi dan 

Akuntabilitas Kinerja Anggaran Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi melalui 

Integritas Sistem Informasi Keuangan” bertujuan untuk mengeksplorasi 

bentuk transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan anggaran dengan 

mendorong peningkatan kinerja organisasi. Data yang diperoleh dari 

informan kemudian disajikan dengan menggunakan pendekatan interpretatif. 

Aspek transparansi dijamin dengan merilis seluruh laporan kepada publik. 

Akuntabilitas dicapai melalui kepatuhan terhadap kontrak kinerja dengan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi serta Standar Biaya 

yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan. (Lusiana dkk., 2019).  

Pada penelitian Ramadhani (2022) yang berjudul “Analisis Value for 

Money pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 

Dinas Sosial dan Pemakaman” dengan tujuan untuk mengetahui penerapan 

analisis value for money dalam LAKIP Dinas Sosial berdasarkan tingkat 
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ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian yang dilakukan 

menggambarkan tentang analisis data yang diterima dari Dinas Sosial berupa 

data jumlah anggaran, pelaksanaan anggaran, hasil actual yang saat ini 

dilakukan oleh Dinas Sosial sehingga dapat dicantumkan daftarnya dengan 

cukup jelas. Dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi, data 

yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini 

menunjukkan bahwa akuntabilitas pada LAKIP Dinas Sosial tahun  2019 & 

2020 belum memenuhi prinsip value for money. (Ramadhani, 2022). 

Pada Penelitian Melinda (2022) yang berjudul “Analisis Value for 

Money pada Kinerja Keuangan Dinas komunikasi, Informasi dan Statistika” 

dengan tujuan untuk mengukur akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi, 

Informatika dan Statistika dengan prinsip Value for Money. Penelitian yang 

dilakukan dengan metode kualitatif. Dalam penelitan ini dilakukan dengan 

wawancara dan dokumentasi. Data yang dihasilkan adalah LAKIP dan 

Laporan Realisasi Anggaran tahun 2019 & 2020. Penelitian ini dilakukan 

dengan teknik analisis deskriptif. Hasil penilitian ini menyatakan bahwa 

kinerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika dilihat dari tiga 

elemen utama yaitu: Ekonomis, Efektivitas dan Efisiensi dalam konsep Value 

for Money belum mencapai hasil yang maksimal atau belum memenuhi 

prinsip value for money. (Melinda, 2022).  

Pada penelitian Rahman (2021) yang berjudul “Analisis Value for 

Money pada Laporan Akuntanbilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 
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Dinas Enaergi dan Sumber Daya Mineral” bertujuan untuk mengetahui 

keadaan keuangan Dinas ESDM pada tahun 2017 - 2019 dengan 

menggunakan value for money. Jenis penelitian yang digunakan adalah 

penelitian deskriptif kualitatif. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan pada 

Dinas ESDM ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Dinas ESDM pada 

Rasio Ekonomis 2017-2019 sudah baik, namun hasil sisi Rasio Efisiensi 

maupun Rasio Efektivitasnya belum bisa dianggap sebagai kinerja yang 

efektif dan efisien. (Rahman, 2021). 
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BAB III 

METODOLOGI 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian 

dilakukan dengan menggunakan data-data yang diperoleh, kemudian 

menyusun dan menganalisis berdasarkan teori-teori yang berkaitan pada 

masalah untuk menarik kesimpulan dan saran. Penelitian dilakukan sesuai 

dengan lokasi Praktek Kerja Lapangan yaitu di Balai PSDA Pemali Comal 

Dinas PUSDATARU.  

3.2 Lokasi Objek Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air 

Pemali Comal yang berlokasi di Jalan Dr. Sutomo No. 53 Pemali Comal, 

Pekauman, Kecamatan Tegal Barat, Kota Tegal, Jawa Tengah 52112 

(Bpsda_PC, t.t.). 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah kuantitatif. 

Data kuantitatif adalah suatu data yang dapat langsung diukur dan 

dihitung dalam bentuk numerik.  (Data Kuantitatif, 2023). 

3.3.2 Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. (Abdillah, 2023).  
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a. Data primer merupakan jenis data yang diperoleh secara 

langsung tanpa melalui perantara apapun. 

b. Data sekunder merupakan suatu data tambahan yang tidak 

diperoleh dari sumber primer.  

3.3.3 Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah analisis 

deskriptif. Analisis deskriptif adalah suatu jenis analisis data untuk 

mendeskripsikan, menampilkan, dan merangkum sekumpulan data 

yang telah diperoleh. ( Analisis Deskriptif, 2023).  

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data menurut 

jenisnya antata lain: 

a. Metode Wawancara  

Metode ini meliputi pengumpulan data dengan mengumpulkan 

informasi dari pemangku kepentingan seperti staf Balai PSDA 

Pemali Comal Dinas PUSDATARU (“Metode Wawancara,” 2023). 

b. Metode Observasi 

Metode pengumpulan data ini meliputi pengamatan langsung 

terhadap subjek yang sedang diteliti, pengamatan terhadap kegiatan 

yang sedang berlangsung, dan pengumpulan data dan informasi 

yang diperoleh secara langsung dari pihak yang berwenang 

mengenai data yang diperoleh dianggap relevan. Dalam peneliatian 

ini pengamatan langsung pada Dinas PSDA Pemali Comal Dinas 

PUSDATARU. (Metode Observasi, 2023). 
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c. Studi Pustaka 

Metode penelitian ini dilakukan dengan cara mempelajari teori atau 

konsep yang berkaitan pada permasalahan yang dibahas dalam 

buku, literature atau artikel yang berkaitan dengan akuntansi, serta 

dengan mengunjungi website yang menyediakan informasi 

mengenai topic tersebut. Pada hal ini, untuk mendapatkan teori 

yang dapat memadai untuk melakukan pembahasan. (Studi 

Pustaka, 2023). 

3.3.4 Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif. 

Penelitian ini akan mengukur kinerja anggaran dengan menggunakan 

konsep value for money yang mempertimbangkan 3 elemen yaitu 

ekonomi, efisiensi serta efektivitas. Pengukuran tersebut akan 

ditafsifkan hasil perhitungannya, kemudian melanjutkan menganalisis 

dari hasil perhitungan tersebut untuk melihat apakah informasi 

tersebut dapat diakses oleh semua orang, apakah semua kinerjanya 

bertanggungjawab untuk menjalankan tugas dan mencapai tujuan 

tertentu dan apakah kinerja anggaran Dinas PSDA Pemali Comal 

sudah baik atau belum (Ganjar & Nugraha, 2022). 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian  

Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air dan Penataan Ruang 

(Dinas PUSDATARU) didirikan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa 

Tengah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas 

PUSDATARU Provinsi Jawa Tengah. Potensi SDA Provinsi Jawa Tengah 

meliputi 128 sungai, memiliki panjang 4.116,89 km, memiliki 38 waduk, 

memilki 172 embung, dan memiliki 602 aliran mata air. Potensi air 

permukaan sebesar 65,812 miliar m
3
/tahun, potensi air sungai sebesar 682 

juta m
3
/tahun, dan potensi air sungai utama 65,13 miliar m

3
/tahun. Potensi 

tersebut baru termanfaatkan sebesar 12,786 miliar m
3
/tahun atau setara 

dengan 20% tidak dimanfaatkan dan terbuang ke laut 53,03 miliar m
3
, atau 

setara dengan 80% luas sawah yang terlayani jaringan irigasi termasuk 

menutup suatu wilayah seluas 992,455hektar atau sebanyak 9.127 keliling 

irigasi, termasuk 39 keliling irugasi seluas 346.998 hektar berada dibawah 

kewenangan pusat, 106 jalur irigasi seluas 86.252 hektar berada dibawah 

wewenang provinsi, dan 8.982 jalur irigasi seluas 559.206 hektar berada 

dibawah wewenang kabupaten maupun kota. (Dinas Pekerjaan Umum 

Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah). 
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Adapun balai atau kantor induk pada Dinas PUSDATARU adalah 

Balai PSDA Pemali Comal. Balai PSDA merupakan perpanjangan tangan 

dari Dinas PSDA Provinsi di Daerah itu sendiri, salah satunya ada di 

Daerah Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Provinsi Jawa Tengah adalah 

32.544,12 m
2
 dan mempunyai 97 Daerah Aliran Sungai terbagi dalam 35 

kabupaten maupun kota. Sebagian besar wilayah sungai di Jawa Tengah 

merupakan wilayah sungai lintas kabupaten maupun kota. Untuk 

mendekatkan, memperlancar koordinasi dan memberikan pelayanan yang 

optimal kepada masyarakat Jawa Tengah, telah didirikan 6 Balai PSDA, 

antara lain Balai PSDA Pemali Comal dengan wilayah kerja antara lain 

Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal, Kabupaten Pemalang, Kabupaten 

Batang, Kota Tegal, dan Kabupaten Pekalongan. Sesuai dengan Peraturan 

Menteri Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 

04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Zonasi Sungai.  

Wilayah sungai Pemali Comal meliputi 32 wilayah sungai dengan 

wilayah kerja PSDA Pemali Comal seluas 3579,36 km
2
. Balai PSDA 

didirikan untuk melaksanakan sejumlah kegiatan bantuan teknis di bawah 

wewenang pemerintah provinsi. Balai PSDA Pemali Comal  terletak di Jl. 

Dr. Sutomo No. 53 Pemali Comal Pekauman Kota Tegal Jawa Tengah 

52112. (Bpsda_PC, t.t.).  
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Gambar 5 : Wilayah Kerja Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU 

Sumber : Balai PSDA PC Dinas PUSDATARU 

 

Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU memiliki visi 

yaitu “Terwujudnya pelayanan pengelolaan sumber daya air yang optimal 

dan Berkelanjutan untuk kemanfaatan masyarakat agar semakin sejahtera”. 

Selain Visi, Balai PSDA Dinas PUSDATARU juga memiliki 5 misi yaitu: 

1) Melaksanakan dan memantau kegiatan konservasi SDA secara 

terpadu dan berkelanjutan. 

2) Mewujudkan pengelolaan SDA yang terpadu dan berkelanjutan serta 

konservasi infrastruktur dan fungsi terkait dengan SDA. 

3) Meminimalkan dampak adanya kerusakan akibat banjir dan 

kekeringan terutama pada kawasan strategis dan sumber produksi. 

4) Menerapkan sistem pengelolaan air yang secara optimal, terpadu 

serta berkelanjutan. 
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5) Melaksanakan pengelolaan SDA yang berkeadilan untuk masyarakat 

memenuhi beragam kebutuhan daerah dan kepentingan. 

Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU mempunyai tugas 

pokok untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional tertentu dan 

menunjang kegiatan teknis pada bidang pengelolaan SDA. Untuk 

melaksanakan tugas pokok tersebut, Balai PSDA Pemali Comal Dinas 

PUSDATARU menyelenggarakan 5 fungsi, yaitu: 

1. Menyusun perencanaan operasional teknis untuk pengaturan, 

mengalokasian, menyediakan air serta sumber air, memelihara, 

mengendalikan serta menggunakan SDA. 

2. Melaksanakan kebijakan teknis mengenai pengoperasian, pengaturan, 

pengalokasian, penyediaan air dan sumber daya air, pemeliharaan, 

pengendalian dan pemanfaatan SDA. 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan SDA. 

4. Pengelolaan ketatausahaan. 

5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas 

berdasarkan tugas pokok dan fungsinya. 
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4.2 Struktuk Organisasi  

Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pemali Comal 

Dinas PUSDATARU 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar  6 : Struktur Organisasi BPSDA PC Dinas PUSDATARU 

Sumber : Balai PSDA PC Dinas PUSDATARU 

4.3 Transparansi 

Organisasi sektor publik hendaknya memberikan informasi yang 

terkait dengan pengelolan atau pelaksanaan suatu program kegiatan yang ada 

di organisasi sektor publik kepada masyarakat setempat atau masyarakat 

sekitar kegiatan yang akan dilaksanaan. Menurut Mardiasmo (2018), 

transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi 

terkait kegiatan pengelolaan sumber daya publik pada pihak yang 
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membutuhkan informasi tersebut. Pemerintah mempunyai kewajiban untuk 

mengambil keputusan dari pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, 

Ardianto (2017) juga berpendapat transparansi adalah keterbukaan yang 

serius dan menyeluruh, yang menjadi landasan bagi partisipasi aktif seluruh 

lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Selain itu, 

transparansi juga dikemukaan memiliki indikator antara lain keterbukaan 

kerangka anggaran, khususnya dalam proses penganggaran, publikasi setiap 

kebijakan anggaran, adanya dokumen anggaran yang memuat beberapa 

pedoman keuangan, keterbukaan informasi mengenai belanja actual, adanya 

keterbukaan pada saat penyusunan anggaran, serta kemungkinan partisipasi 

masyarakat dalam perencanaan anggaran. (Sangki dkk.).  

Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU merupakan 

organisasi sektor publik yang bertugas memberikan pelayanan pengelolaan 

SDA yang optimal dan berkelanjutan untuk kepentingan kesejahteraan 

masyarakat. Pada aspek transparansi di Balai PSDA Pemali Comal Dinas 

PUSDATARU dapat dilihat dari berbagai kegiatannya. Adapula pernyataan 

dari Kepala Bendahara APBD yang bernaman Sri Farikhatun, Sekertaris 

APBD yang bernama Darsono dan Pegawai Bendahara APBD yang bernama 

Ferdian Romadhoni menyatakan bahwa pada Balai PSDA Pemali Comal 

Dinas PUSDATARU sebelum melakukan pelaksanaan pekerjaaan 

mengadakan sosialisasi dengan masyarakat setempat dan setiap adanya 

kegiatan konstruksi dilapangan yang ada hubungannya dengan pemeliharaan 

saluran, embung, bendungan rawa-rawa, sungai yang berwilayahan sekitar 
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Pemali Comal akan dipasang papan realisasi pekerjaan dengan itu masyarakat 

merasa bahwa RAB sudah sesuai yang telah ditentukan. 

4.4 Akuntanbilitas  

Institute publik harus mampu bertanggung jawab atas kebijakan yang 

diidentifikasi, dengan mempertimbangkan dampaknya di masa depan. Dalam 

menyusun kebijakan, perlu mempertimbangkan visi, misi serta tujuan yang 

telah ditetapkan untuk menjamin akuntanbilitas kinerja bertanggungjawab 

atas efektif dan efisiensinya pengelolaan program operasional kantor. 

Dimensi akuntanbilitas menurut Syahrudin Rasul, 2002, menyatakan bahwa 

akuntanbilitas memiliki lima dimensi diantaranya adalah akuntanbilitas 

hukum dan kejujuran (accountability for probity and legality), akuntanbilitas 

manajemen, akuntanbilitas program, akuntanbilitas kebijakan, dan 

akuntanbilitas finansial (Sangki dkk.). 

Di Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU dalam proses 

penyiapan pelaksanaan anggaran APDB menyebutkan dasar hukum APBD 

adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang 

Pedoman pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Daerah serta Tata Cara 

Pemantauan, Penetapan dan Perhitungan APBD.  Selain itu, Balai PSDA 

Pemali Comal Dinas PUSDATARU juga mengacu pada Undang-Undang 

Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah. Serta Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU 

juga mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang 
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Pemerintahan Daerah. Pemerintahan Daerah adalah lembaga penyelenggara 

urusan pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintah daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat daerah berdasarkan otonomi daerah. (“Pemerintahan 

daerah,” 2023).  

Penyunan APBD yang terlibat adalah Kepala Bendahara APBD 

dibantu oleh Tim Pegawai APBD yang dipimpin oleh Sekertaris Daerah. 

Adapun tugas pokoknya antara lain:  

a. Membahas kebijakan pengelolaan keuangan daerah. 

b. Menyiapkan dan membahas rancangan Kebijakan Umum APBD dan 

rencana revisi Kebijakan Umum APBD. 

c. Mempersiapkan dan mendiskusikan rencana Prioritas Plafon Anggaran 

Semestara (PPAS) dan rencana perubahan PPAS. 

d. Membahas rancanagan APBD, Usulan perubahan APBD serta usulan 

pertanggungjawaban APBD. 

e. Membahas hasil peninjauan APBD, perubahan APBD, serta 

pertanggungjawaban APBD. 

f.  Melakukan RKA APBD 

g. Memverifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPA 

SKPD. 
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h. Menyiapkan surat edaran dari kepala daerah mengenai petunjuk 

persiapan Penyusunan Rencana Kerja Anggaran. 

i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku. 

Penentapan waktu APBD pada Balai PSDA Pemali Comal Dinas 

PUSDATARU harus dilakukan tepat waktu karena sebagaimana telah diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

yang mengatur bahwa kepala daerah dan DPRD harus menyetujui rancangan 

pemerintah tentang APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya 

anggaran berikutnya.  

Perencanaan dan penggunaan anggaran pada Balai PSDA Comal 

Dinas PUSDATARU sudah sesuai yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan 

pengguaan pada suatu pelaksanaan selalu dipubliskan kepada masyarakat 

sebagai bentuk transparansi yang dipasang pada papan realisasi kegiatannya.  

Bentuk laporan APBD pada Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU 

berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2016 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan meliputi Laporan Realisasi APBD, Laporan 

Perubahan Saldo Lebih Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan 

Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan CALK. 

4.5 Analisis Data  

 Pada Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU memiliki 

program-program kegiatan tahunan. Setiap  program menuntut untuk kegiatan 
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yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik. Didalam Laporan 

Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Provinsi Jawa Tengah, Balai 

PSDA Comal Dinas PUSDATARU terdapat beberapa kegiatan, antara lain: 

Tabel 4. 1 

Program dan Kegiatan Balai PSDA Pemali Comal  

Dinas PUSDATARU 

Tahun 2021 

No.  Nama Program Kegiatan  

1.  Program Pengelolaan SDA   

- Kegiatan Pengoperasian dan 

Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

Permukaan 

- Kegiatan Operasi dan 

Pemeliharaan Embung dan 

Penampungan Air  

- Kegiatan Operasi dan 

Pemeliharaan Tanggul dan 

Tebing Sungai 

- Kegiatan Pengelolaan 

Hidrologi dan Kualitas Air 

Wilayah Sungai Kewenangan 

Provinsi 

2. Penyelenggaraan Penataan Ruang  
Koordinasi Pelaksanaan Penataan 

Ruang 

3. Program Administrasi Umum  

- Penyediaan Jasa Surat 

Meyurat  

- Penyediaan Alat Tulis Kantor 

- Penyediaan Barang Cetak dan 

Penggandaan  

- Penyediaan Jasa Komunikasi,  

SDA dan Listrik 

- Penyediaan Jasa Kebersihan 

Kantor/Rumah Dinas 

- Mengkoordinasikan dan 

berkonsultasi pertemuan di 

dalam dan di luar Kantor  

- Penyediaan Makanan dan 

Minuman Rapat 
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- Penyediaan Bahan Bacaan dan 

Peraturan Perundang-

Undangan 

- Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Rumah Dinas/Gedung 

Kantor/Kendaraan 

Dinas/Operasional 

- Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Rumah Dinas/Gedung 

Kantor/Kendaraan 

Dinas/Operasional 

- Pemeliharaan Rutin/Berkala 

Rumah Dinas/Gedung 

Kantor/Kendaraan 

Dinas/Operasional 

- Pemeliharaan Rutin/Berkala            

Sarana Kantor dan Rumah 

Tangga  

Sumber : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Balai PSDA PC TA 2021 

Program PSDA memiliki 4 kegiatan, Program Penyelenggaraan 

Penataan Ruang memiliki 1 kegiatan dan Program Administrasi memiliki 12 

kegiatan. Adapun program kegiatan pada tahun 2022 yang dijalankan Balai 

PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU yaitu: 

 

Tabel 4. 2 

Program dan Kegiatan Balai PSDA Pemali Comal  

Dinas PUSDATARU 

Tahun 2022 

No.  Nama Program Kegiatan  

1.  
Program Penunjang Urusan 

Pemerintah Daerah  

- Administrasi Umum 

Perangkat Daerah 

- Penyediaan Jasa Penunjang 

Urusan Pemerintah Daerah 

- Pemeliharaan Barang Milik 
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Daerah  

2. Program PSDA   

- Pengelolaan SDA dan 

Bangunan Pengaman Pantai 

pada Wilayah Sungai Lintas 

Daerah Kabupaten/Kota 

- Pengembangan dan 

Pengelolaan Sistem Irigasi 

Primer dan Sekunder Pada 

Daerah Irigasi 

3. 
Program Penyelenggaraan 

Penataan Ruang  

Koordinasi dan Sinkronisasi 

Pengendalian Pemanfaatan 

Ruang Daerah Provinsi 

Sumber : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD Balai PSDA PC TA 2022 

 

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah memiliki 3 kegiatan, 

Program PSDA memiliki 2 kegiatan dan Program Penyelenggaraan Penataan 

Ruang Memiliki 1 kegiatan.  

Value for Money merupakan konsep evaluasi kerja dimana organisasi 

sektor publik dinilai berdasarkan keberhasilan program kerjanya. 

Keberhasilan tersebut mengacu pada 3 elemen utama Value for Money, yaitu 

ekonomi, efisiensi dan efektivitas. 

Rasio Ekonomi adalah perolehan sumber daya (input) tertentu dengan 

harga terendah, rasio ini merupakan perbandingan antara input  atau realisasi 

anggaran dan input value atau anggaran yang dinyatakan pada satuan 

moneter. Rasio ini berkaitkan dengan sejauh mana organisasi sektor publik 

mengurangi biaya-biaya yang tidak perlu dan tidak efisien. Pada dasarnya 

pengukuran rasio ekonomis ini hanya mempertimbangkan masukan yang 

dipergunakan (Ganjar & Nugraha, 2022a).  
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Berikut adalah perhitungan elemen ekonomis setiap program kegiatan 

yang telah dilaksanakan oleh Balai PSDA Pemali Comal Dinas 

PUSDATARU pada Tahun Anggaran 2021. 

Tabel 4. 3 

Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Balai PSDA Pemali Comal  

Dinas PUSDATARU 

Tahun 2021 

No 
Nama 

Program 
Kegiatan Input (Rp) 

Input Value 

(Rp) 
Ekonomis 

1. 

Program 

Pengelola

an 

Sumber 

Daya Air 

pengoper

asian dan 

Pemelihar

aan 

Jaringan 

Irigasi 

Permukaa

n 

6.030.409.350 6.095.318.000 98,94% 

Operasi 

dan 

Pemelihar

aan 

Embung 

dan 

Penampu

ng Air  

626.113.000 646.347.000 96,87% 

Operasi 

dan 

Pemelihar

aan 

Tanggul 

dan 

Tebing 

Sungai 

4.216.373.700 4.241.111.000 99,42% 

Pengelola

an 

Hidrologi 

dan 

Kualitas 

Air WS 

Kewenan

gan 

1.063.067.000 1.067.389.000 99,60% 
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2. 

Penyelen

ggaraan 

Penataan 

Ruang 

Koordina

si 

Pelaksana

an 

Penataan 

Ruang 

62.243.000 62.829.000 99,07% 

3. 

Program 

Administr

asi 

Umum 

Penyediaa

n Jasa 

Surat 

Menyurat 

1.176.000 1.176.000 100% 

Penyediaa

n Alat 

Tulis 

Kantor  

20.141.000 20.392.000 98,77% 

Penyediaa

n Barang 

Cetak dan 

Penggand

aan 

11.753.000 11.753.000 100% 

Penyediaa

n Jasa 

Komunik

asi, 

Sumber 

Daya Air 

dan 

Listrik 

139.834.681 180.720,000 77,38% 

Penyediaa

n Jasa 

Kebersiha

n 

Kantor/R

umah 

Dinas 

34.450.000 34.500.000 99,86% 

Rapat-

rapat 

Koordina

si dan 

Konsultas

i didalam 

dan diluar 

Daerah 

9.580.000 9.936.000 96,42% 

Penyediaa

n 

Makanan 

dan 

1.759.400 1.760.000 99,97% 
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Minuman 

Rapat  

Penyediaa

n Bacaan 

dan 

Peraturan 

Perundan

g-

undangan 

600.000 600.000 100% 

Pemelihar

aan 

Rutin/Ber

kala 

Rumah 

Dinas/Ge

dung 

Kantor/K

endaraan 

Dinas/Op

erasional 

20.000.000 20.000.000 100% 

Pemelihar

aan 

Rutin/Ber

kala 

Rumah 

Dinas/Ge

dung 

Kantor/K

endaraan 

Dinas/Op

erasional 

33.589.000 33.600.000 99,97% 

Pemelihar

aan 

Rutin/Ber

kala 

Rumah 

Dinas/Ge

dung 

Kantor/K

endaraan 

Dinas/Op

erasional 

46.615.000 47.370.000 98,41% 

Pemelihar

aan 

Rutin/Ber

kala 

33.265.000 33.423.000 99,53% 
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Sarana 

Kantor 

dan 

Rumah 

Tangga  

Sumber : Data Olahan Ekonomis 2021 

Berdasarkan analisis data pada tabel 4.3 diatas, bahwa rasio ekonomis 

pada tahun 2021 yaitu terdapat 13 kegiatan nilai ekonomis dengan 

perbandingan nilai yang angkanya kurang dari 100% dan 4 kegiatan 

ekonomis berimbang dengan nilai sama dengan 100%.  

Selain pada Tahun Anggaran 2021, penelitian ini juga melakukan 

perhitungan ekonomis pada Tahun Anggaran 2022. Berikut adalah 

perhitungan elemen ekonomis setiap program kegiatan yang telah 

dilaksanakan oleh Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU pada 

Tahun Anggaran 2022. 

Tabel 4. 4 

Hasil Perhitungan Ekonomis Kegiatan Balai PSDA Pemali Comaal  

Dinas PUSDATARU 

Tahun 2022 

No 
Nama 

Program 
Kegiatan Input (Rp) 

Input Value 

(Rp) 
Ekonomis 

1. 

. 

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerinta

h Daerah 

Penyediaa

n 

Peralatan 

dan 

Perlengka

pan 

Kantor 

24.440.575 24.780.000 98,63% 

Penyediaa

n Barang 

Cetakan 

17.648.000 17.648.000 100% 
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dan 

Pengganda

an 

Penyediaa

n Barang 

Bacaan 

dan 

Peraturan 

Perundang

-undangan 

2.691.000 2.760.000 97,50%% 

Fasilitas 

Kunjunga

n Tamu 

8.100.000 8.280.000 97,83% 

Penyeleng

graan 

Rapat 

Koordinas

i dan 

Konsultasi 

SKPD 

27.371.500 29.800.000 91,85% 

Penyediaa

an Jasa 

Surat 

Menyurat 

1.176.000 1.176.000 100% 

Penyediaa

n Jasa 

Komunika

si, Sumber 

Daya Air 

dan Listrik 

170.701.531 206.904.000 82.50% 

Penyediaa

n Jasa 

Pelayanan 

Umum 

Kantor 

34.400.003 34.500.000 99,71% 

Penyediaa

n Jasa 

Pemelihar

aan, Biaya 

Pemelihar

98.324.276 102.164.000 96,24% 
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aan, Pajak 

dan 

Perizinan 

Kendaraan 

Dinas 

Operasion

al/Lapang

an 

Pemelihar

aan/Rehab

ilitasi 

Gedung 

Kantor 

dan 

Bangunan 

Lainnya 

117.943.000 118.666.000 99,39% 

Pemelihar

aan/Rehab

ilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Gedung 

Kantor 

dan 

Bangunan 

Lainnya 

78.310.330 80.828.000 96,89% 

2.  

Program 

Pengelolaa

n Sumber 

Daya Air   

Operasi 

dan 

Pemelihar

aan 

Embung 

dan 

Penampun

gan Air  

665.439.575 670.065.000 97,99% 

Operasi 

dan 

Pemelihar

aan 

Tanggul  

dan 

7.306.416.995 
7.372.351.00

0 
99,11% 
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Tebing 

Sungai 

Pengelolaa

n 

Hidrologi 

dan 

Kualitas 

Air WS 

Kewenang

an 

Provinsi 

1.253.502.400 
1.262.091.00

0 
99,32% 

Operasi 

dan 

Pemelihar

aan 

Jaringan 

Irigasi 

Permukaa

n 

6.539.821.590 
6.779.124.00

0 
96.47% 

3. 

Program 

Penyeleng

garaan 

Penataan 

Ruang  

Koordinas

i dan 

Sinkronisa

si 

Pengendal

ian 

Pemanfaat

an Ruang 

Daerah 

Provinsi 

96.405.710 97.638.000 98,74% 

Sumber : Data Olahan Ekonomis 2022 

Berdasarkan analisis data pada tabel 4.4 diatas, bahwa rasio ekonomis 

tahun 2022 yaitu terdapat 14 kegiatan dengan nilai ekonomis yang nilai 

perbandingannya kurang dari 100% dan 2 kegiatan ekonomis berimbang 

dengan nilai sama dengan 100%.  
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Elemen kedua dari Value For Money adalah Efisiensi. Efisiensi dalam 

metode ini menggunakan perbandingan antara output (hasil yang diperoleh 

dari suatu kebijakan program) dan input (anggaran). Suatu proses operasional 

bisa dikatakan efisiensi jika suatu produk atau hasil pekerjaan tertentu dapat 

dicapai dengan sumber daya serta pengeluaran seminimal mungkin. (Ganjar 

& Nugraha, 2022).  

Berikut perhitungan elemen efisiensi setiap program kegiatan yang 

dilaksanakan oleh Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU pada 

Tahun Anggaran 2021. 

Tabel 4. 5 

Hasil Perhitungan Efisisensi Kegiatan Balai PSDA Pemali Comal  

Dinas PUSDATARU 

Tahun 2021 

No 
Nama 

Program 
Kegiatan Output  Input Efisiensi 

1. 

Program 

Pengelolaa

n Sumber 

Daya Air 

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Jaringan Irigasi 

100% 98,94% 101% 

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Embung dan 

Penampung Air  

100% 96,87% 103% 

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Tanggul dan 

Tebing Sungai 

100% 99,42% 105% 

Pengelolaan 

Hidrologi dan 

Kualitas Air WS 

Kewenangan 

100% 99,60% 104% 

2. 
Penyeleng

garaan 

Koordinasi 

Pelaksanaan 
100% 99,07% 109% 
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Penataan 

Ruang 

Penataan Ruang 

3. 

Program 

Administr

asi Umum 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 
100% 100% 100% 

Penyediaan Alat 

Tulis Kantor  
100% 98,77% 101% 

Penyediaan Barang 

Cetak dan 

Penggandaan 

100% 100% 100% 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

100% 77,38% 129% 

Penyediaan Jasa 

Kebersihan 

Kantor/Rumah 

Dinas 

100% 99,86% 101% 

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi didalam 

dan diluar Daerah 

100% 96,42% 103% 

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman Rapat  

100% 99,97% 101% 

Penyediaan Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-

undangan 

100% 100% 100% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah 

Dinas/Gedung 

Kantor/Kendaraan 

Dinas/Operasional 

100% 100% 100% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah 

Dinas/Gedung 

Kantor/Kendaraan 

Dinas/Operasional 

100% 99,97% 101% 
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Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah 

Dinas/Gedung 

Kantor/Kendaraan 

Dinas/Operasional 

100% 98,41% 101% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Sarana Kantor dan 

Rumah Tangga  

100% 99,53% 104% 

Sumber :  Data Olehan Efisiensi 2021 

Berdasarkan analisis data tabel 4.5 diatas, bahwa rasio efisiensi pada 

tahun 2022 yaitu terdapat 13 kegiatan yang memiliki nilai Efisiensi dengan 

perbandingan yang diperoleh lebih dari 100% dan terdapat 4 kegiatan yang 

memiliki nilai Efisiensi Cukup Seimbang dengan perbandingan yang 

diperoleh sama dengan 100%.  

Selain pada Tahun Anggaran 2021, penelitian ini juga melakukan 

perhitungan Efisiensi pada Tahun Anggaran 2022. Berikut perhitungan 

elemen efisiensi setiap program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai 

PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU pada Tahun Anggaran 2022. 

Tabel 4. 6 

Hasil Perhitungan Efisiensi Kegiatan Balai PSDA Pemali Comal  

Dinas PUSDATARU 

Tahun 2022 

No 
Nama 

Program 
Kegiatan Output Input  Efisiensi 

1. 

. 

Program 

Penunjang 

Urusan 

Pemerintah 

Daerah 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

Kantor 

100% 98,63% 101% 

Penyediaan 100% 100% 100% 
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Barang Cetakan 

dan Penggandaan 

Penyediaan 

Barang Bacaan 

dan Peraturan 

Perundang-

undangan 

100% 97,50% 102% 

Fasilitas 

Kunjungan Tamu 
100% 97,83% 102% 

Penyelenggraan 

Rapat Koordinasi 

dan Konsultasi 

SKPD 

100% 91,85% 108% 

Penyediaaan Jasa 

Surat Menyurat 
100% !00% 100% 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

100% 82,50% 121%% 

Penyediaan Jasa 

Pelayanan Umum 

Kantor 

100% 99,71% 102% 

Penyediaan Jasa 

Pemeliharaan, 

Biaya 

Pemeliharaan, 

Pajak dan 

Perizinan 

Kendaraan Dinas 

Operasional/Lapa

ngan 

100% 96,24% 103% 

Pemeliharaan/Reh

abilitasi Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya 

100% 99,39% 101% 

Pemeliharaan/Reh

abilitasi Sarana 

dan Prasarana 

Gedung Kantor 

100% 96,89% 103% 
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dan Bangunan 

Lainnya 

2.  

Program 

Pengelolaan 

Sumber 

Daya Air   

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Embung dan 

Penampungan Air  

100% 97,99% 102% 

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Tanggul  dan 

Tebing Sungai 

99,55% 99,11% 104% 

Pengelolaan 

Hidrologi dan 

Kualitas Air WS 

Kewenangan 

Provinsi 

100% 99,34% 101% 

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Jaringan Irigasi 

Permukaan 

99,29% 96,47% 102% 

3. 

Program 

Penyelengg

araan 

Penataan 

Ruang  

Koordinasi dan 

Sinkronisasi 

Pengendalian 

Pemanfaatan 

Ruang Daerah 

Provinsi 

100% 98,74% 101% 

Sumber : Data Olahan Efisiensi 2022 

Berdasarkan analisis data pada tabel 4.6 diatas, bahwa rasio efisiensi 

tahun 2022 yaitu terdapat 14 kegiatan yang memiliki nilai Efisiensi dengan 

perbandingan yang diperoleh lebih dari 100%. Sedangkan 2 kegiatan yang 

memiliki nilai Efisiensi Cukup Seimbang dengan Perbandingan yang 

diperoleh sama dengan 100%. 

Elemen yang ketiga dari Value For Money adalah Efektifitas. Hal ini, 

pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian tujuan atau sasaran kebijakan. 
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Pada elemen ketiga ini  terdapat keterkaitan antara hasil dengan tujuan atau 

target yang ingin dicapai. (Ganjar & Nugraha, 2022). 

Berikut perhitungan elemen efektivitas setiap program kegiatan yang 

dilaksanakan Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU pada Tahun 

Anggaran 2021. 

Tabel 4. 7 

Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Balai PSDA Pemali Comal  

Dinas PUSDATARU 

Tahun 2021 

No 
Nama 

Program 
Kegiatan Outcome Output Efektivitas 

1. 

Program 

Pengelolaa

n Sumber 

Daya Air 

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Jaringan Irigasi 

100% 100% 100% 

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Embung dan 

Penampung Air  

100% 100% 100% 

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Tanggul dan 

Tebing Sungai 

100% 100% 100% 

Pengelolaan 

Hidrologi dan 

Kualitas Air WS 

Kewenangan 

100% 100% 100% 

2. 

Penyeleng

garaan 

Penataan 

Ruang 

Koordinasi 

Pelaksanaan 

Penataan Ruang 

100% 100% 100% 

3. 

Program 

Administr

asi Umum 

Penyediaan Jasa 

Surat Menyurat 
100% 100% 100% 

Penyediaan Alat 

Tulis Kantor  
100% 100% 100% 
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Penyediaan 

Barang Cetak dan 

Penggandaan 

100% 100% 100% 

Penyediaan Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya Air 

dan Listrik 

100% 100% 100% 

Penyediaan Jasa 

Kebersihan 

Kantor/Rumah 

Dinas 

100% 100% 100% 

Rapat-rapat 

Koordinasi dan 

Konsultasi 

didalam dan 

diluar Daerah 

100% 100% 100% 

Penyediaan 

Makanan dan 

Minuman Rapat  

100% 100% 100% 

Penyediaan 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

100% 100% 100% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah 

Dinas/Gedung 

Kantor/Kendaraa

n 

Dinas/Operasiona

l 

100% 100% 100% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah 

Dinas/Gedung 

Kantor/Kendaraa

n 

Dinas/Operasiona

l 

100% 100% 100% 
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Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Rumah 

Dinas/Gedung 

Kantor/Kendaraa

n 

Dinas/Operasiona

l 

100% 100% 100% 

Pemeliharaan 

Rutin/Berkala 

Sarana Kantor 

dan Rumah 

Tangga  

100% 100% 100% 

Sumber : Data Olahan Efektivitas 2021 

Berdasarkan analisis data pada tabel 4.7 diatas, bahwa rasio efektivitas 

pada tahun 2021 yaitu semua kegiatan atau 17 Kegiatan masing-masing 

kegiatan memiliki nilai Efektivitas Cukup Seimbang karena dengan nilai 

perbandingan yang diperoleh sama dengan 100%. 

Selain pada Tahun Anggaran 2021, penelitian ini juga melakukan 

perhitungan Efisiensi pada Tahun Anggaran 2022. Berikut adalah perhitungan 

elemen efektivitas setiap program kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai 

PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU pada Tahun Anggaran 2022. 

Tabel 4. 8 

Hasil Perhitungan Efektivitas Kegiatan Balai PSDA Pemali Comal  

Dinas PUSDATARU 

Tahun 2022 

No 
Nama 

Program 
Kegiatan Outcome Output Efektivitas 

1. 

. 

Program 

Penunjang 

Urusan 

Penyediaan 

Peralatan dan 

Perlengkapan 

100% 100% 100% 
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Pemerinta

h Daerah 

Kantor 

Penyediaan 

Barang 

Cetakan dan 

Penggandaan 

100% 100% 100% 

Penyediaan 

Barang 

Bacaan dan 

Peraturan 

Perundang-

undangan 

100% 100% 100% 

Fasilitas 

Kunjungan 

Tamu 

100% 100% 100% 

Penyelenggra

an Rapat 

Koordinasi 

dan 

Konsultasi 

SKPD 

100% 100% 100% 

Penyediaaan 

Jasa Surat 

Menyurat 

100% 100% 100% 

Penyediaan 

Jasa 

Komunikasi, 

Sumber Daya 

Air dan 

Listrik 

100% 100% 100% 

Penyediaan 

Jasa 

Pelayanan 

Umum 

Kantor 

100% 100% 100% 

Penyediaan 

Jasa 

Pemeliharaan

, Biaya 

Pemeliharaan

, Pajak dan 

100% 100% 100% 
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Perizinan 

Kendaraan 

Dinas 

Operasional/

Lapangan 

Pemeliharaan

/Rehabilitasi 

Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya 

100% 100% 100% 

Pemeliharaan

/Rehabilitasi 

Sarana dan 

Prasarana 

Gedung 

Kantor dan 

Bangunan 

Lainnya 

100% 100% 100% 

2.  

Program 

Pengelolaa

n Sumber 

Daya Air   

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Embung dan 

Penampunga

n Air  

100% 100% 100% 

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Tanggul  dan 

Tebing 

Sungai 

100% 99,55% 101% 

Pengelolaan 

Hidrologi dan 

Kualitas Air 

WS 

Kewenangan 

Provinsi 

100% 100% 100% 

Operasi dan 

Pemeliharaan 

Jaringan 

Irigasi 

Permukaan 

100% 99,29% 102% 
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3. 

Program 

Penyeleng

garaan 

Penataan 

Ruang  

Koordinasi 

dan 

Sinkronisasi 

Pengendalian 

Pemanfaatan 

Ruang 

Daerah 

Provinsi 

100% 100% 100% 

Sumber : Data Olahan Efektivitas 2022 

Berdasarkan analisis data pada tabel 4.8 diatas, bahwa rasio efektivitas 

pada tahun 2022 yaitu terdapat 14 kegiatan yang memiliki nilai Efektivitas 

Cukup Seimbang dengan nilai perbandingan yang diperoleh dari 100%, dan 2 

kegiatan yang memiliki nilai Sangat Efektivitas dengan nilai perbandingan 

yang diperoleh 100%. 

4.6 Pembahasan  

4.6.1 Analisis Value for Money pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air 

Pemali Comal Dinas PUSDATARU dilihat dari Rasio Ekonomis 

Berdasarkan dari ketiga program kerjanya sudah bisa dikatakan 

transparan, serta dilihat dari akuntanbilitas sudah memenuhi 

pertanggungjawabannya sedangkan dilihat dari kinerja anggaaranya 

antara realisasinya sudah sesuai dengan yang telah di anggarkaan, hal 

tersebut terlihat jelas pada perhitungan rasio ekonomi tahun 2021 pada 

Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU terdapat perhitungan 

yang paling terkecil khususnya pada program kegiatan penyediaan jasa 

komunikasi dan SDA dan listrik dengan angka persentase 77,38%. 
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Adapula 4 kegiatan dengan perhitungan tertinggi sebesar 100% pada 

kegiatan penyediaan jasa surat menyurat, penyediaan barang cetakkan 

dan penggandaan, penyediaan barang bacaan dan peraturan perundang-

undangan serta pemeliharan rutin/berkala rumah dinas/gedung 

kantor/kendaraan dinas/operasional.  

Sedangkan berdasarkan dari ketiga program kerjanya sudah 

dikatakan transparan, serta akuntanbilitasnya sudah memenuhi 

pertanggungjawabannya sedangkan dilihat dari kinerja anggaranya 

antara realisasinya sudah sesuai dengan yang telah dianggarkan, hal ini 

terlihat jelas melalui perhitungan rasio ekonomis tahun 2022 pada Balai 

PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU serta perhitungan yang 

paling kecil sebesar 82,50% yaitu pada penyediaan jasa komunikasi, 

SDA dan listrik. Ada 2 kegiatan yang perhitumgan rasio tertinggi yaitu 

100% diantaranya adalah penyediaan barang cetakan dan penggandaan 

serta penyediaan jasa surat menyurat,  

Maka berdasarkan hasil perhitungan diatas menggunakan rasio 

ekonomis pada tahun 2021 yang berkonsep value for money pada 

program kegiatan Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU 

termasuk dalam kategori ekonomis, karena hal ini menunjukan bahwa 

anggaran dan realisasinya pada tahun 2021 sudah berjalan dengan baik 

dan sesuai dan bisa dikatakan sebagai ekonomis. Sedangkan di tahun 

2022 juga sudah dikatan sebagai ekonomis karena anggaran dan 

realisasinya sudah berjalan dengan baik. Berdasarkan data yang 
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diterima dan diolah, Balai Pengelolan SDA Pemali Comal Dinas 

PUSDATARU mampu menggunakan anggaran secara baik dan 

ekonomis, serta kemampuan Balai PSDA Pemali Comal Dinas 

PUSDATARU dalam mengelola keuangannya. Sehingga seluruh 

program kegiatan yang berlangsung sesuai rencana yang ditetapkan. 

4.6.2 Analisis Value for Money pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air 

Pemali Comal Dinas PUSDATARU dilihat dari Rasio Efisiensi 

Berdasarkan dari ketiga program kegiatanya dilihat dari rasio 

efisiensinya antara output atau hasil dari pencapaian melalui kebijakan 

operasional program dan input atau realisasi anggaran pada perhitungan 

rasio efisien tahun 2021 pada Balai PSDA Pemali Comal Dinas 

PUSDATARU terdapat perhitungan paling terkecil dengan persentase 

100% pada 4 kegiatan diantaranya yaitu jasa surat menyurat, 

penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyedian barang bacaan 

dan peraturan perundang-undangan dan pemeliharaan rutin/berkala, 

rumah dinas/gedung kantor, kendaraan dinas/operasional. Serta terdapat 

perhitungan paling tertinggi sebesar 129% pada program kegiatan 

penyediaan jasa komunikasi, SDA dan listrik. 

Sedangkan pada perhitungan rasio efisiensi tahun 2022 pada Balai 

PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU juga tedapat 2 kegiatan 

dengan perhitungan yang paling kecil sebesar 100% diantaranya yaitu 

penyediaan barang cetakan dan penggandaan serta penyediaan jasa 
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surat menyurat. dan adapula perhitungan yang tertinggi dengan 

persentase 121% yaitu pada kegiatan jasa komunikasi sumber, SDA dan 

listrik. 

Maka Berdasarkan hasil perhitungan diatas menggunakan rasio 

efisiensi pada tahun 2021 dan 2022 pada program kegiatan Balai PSDA 

Comal Dinas PUSDATARU sudah dikatakan baik karena sudah sesuai 

dengan konsep efisiensi sehingga hasil dari pencapaian melalui 

kebijakan program aktivitas dan realisasi anggarannya sudah efisien 

karena nilai perbandingannya menunjukan lebih dari 100%. 

4.6.3 Analisis Value for Money pada Balai Pengelolaan Sumber Daya Air 

Pemali Comal Dinas PUSDATARU dilihat dari Rasio Efektivitas 

Berdasarkan dari ketiga program kerjanya sudah dikatakan 

transparan, serta akuntanbilitasnya sudah memenuhi 

pertanggungjawabannya, sedangkan kinerja anggarannya antara 

outcome atau dampak dari suatu kegiatan dan output atau hasil yang 

dicapai oleh kebijakan suatu program kegiatan, dilihat dari perhitungan 

rasio efektivitas di tahun 2021 pada Balai PSDA Dinas PUSDATARU 

terdapat 17 kegiatan dengan nilai efektivitas cukup seimbang dengan 

perbandingan sama dengan 100%.  

Sedangkan pada perhitungan rasio efektivitas di tahun 2022 pada 

Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU terdapat 12 kegiatan 

dengan nilai efektivitas cukup seimbang dengan perbandingan nilai 
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persentase sama dengan 100% dan 2 kegiatan dengan nilai sangat 

efektif dengan persentase nilai lebih dari 100% diantaranya adalah 

operasi dan pemeliharaan tanggul dan tebing sungai serta operasi dan 

pemeliharaan jaringan irigasi permukaan.  

Maka berdasarkan hasil perhitungan diatas menggunakan rasio 

efektivitas tahun 2021 & 2022 pada program kegiatan Balai PSDA 

Pemali Comal Dinas PUSDATARU dapat dikatakan baik karena 

dampak dari suatu kegiatan dan hasil yang dicapai. Yang diperoleh dari 

kebijakan suatu program kerja dikatakan efektivitas cukup seimbang 

karena dengan nilai perbandingan sama dengan 100%, serta pada tahun 

2022 juga terdapat 2 kegiatan yang dikatakan sangat efektivitas karena 

dengan nilai perbandingan yang lebih dari 100%. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Balai PSDA Pemali 

Comal Dinas PUSDATARU dapat disimpulkan bahwa Transparan, 

Akuntabilitas dan Kinerja Anggaran dengan konsep Value For Money melalui 

3 elemen yaitu Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas adalah:  

a. Berdasarkan program kerjanya sudah dikatakan transparans, serta 

akuntanbilitasnya sudah memenuhi pertanggungjawabannya, sedangkan 

kinerja anggarannya antara realisasinya sudah sesuai dengan yang 

dianggaran, hal ini terlihat jelas dari rasio ekonomisnya tahun 2021 dan 

2022 menunjukan bahwa kinerja anggaranya dengan realisasinya sudah 

dikatakan ekonomis sebab perhitungan nilai yang diperoleh kurang dari 

100%. 

b. Berdasarkan dari ketiga Program kerjanya sudah dikatakan transparans, 

serta akuntanbilitasnya sudah memenuhi pertanggungjawabannya, 

sedangkan kinerja anggarannya antara realisasinya sudah sesuai dengan 

yang telah dianggarkan, hal ini   dilihat pada rasio efisiensinya pada 

tahun 2021 dan 2022 menunjukan bahwa hasil dari pencapaian melalui 

program kerjanya dan realisasinya sudah dikatakan efisiensi cukup 

seimbang dan efisien karena dengan nilai perbandingan sama dengan 

100% dan lebih dari 100%. 
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c. Berdasarkan dari ketiga program kerjanya sudah dikatakan transparan, 

serta akuntanbilitasnya sudah memenuhi pertanggungjawabannya, 

sedangkan kinerja anggarannya antara realisasinya sudah sesuai dengan 

yang telah dianggarakan, hal ini dilihat pada perhitungan rasio 

efektivitas di tahun 2021 pada Balai PSDA Pemali Comal Dinas 

PUSDATARU terdapat 17 kegiatan dengan nikai efektivitas cukup 

seimbang dengan perbandingan nilai sama dengan 100%. Sedangkan 

tahun 2022 terdapat 12 kegiatan dengan nilai efektivitas cukup 

seimbang dengan tingkat perbandingan sama dengan 100% dan 2 

kegiatan dengan nilai sangat efektif dengan perbandingan nilai lebih 

dari 100%. 

5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Balai Pengelolaan 

Sumber Daya Air Pemali Comal Dinas PUSDATARU memberi saran bahwa: 

a. Instansi  

1. Selain itu, perlu adanya penguatan sosialisasi anggaran agar 

masyarakat dapat memperoleh informasi yang komprehensif dan 

memahami proses pelaksanaanya. 

2. Selain itu juga perlu dipertahankan dan ditingkatkan output dan 

inputnya karena tingkat efisiensi sangat bergantung pada tingkat 

output program kegiatan yang dihasilkan. Semakin tinggi output 

maka semakin tinggi pula tingkat efisiensinya. Dan jika realisasi 
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kinerja anggaran yang semakin tinggi maka tingkat efektivitasnya 

pun akan semakin meningkat. 

b. Peneliti Selanjutnya  

Diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih baik meneliti dan 

memperoleh informasi mengenai pokok permasalahan yang sedang 

terjadi pada subjek penelitian yang akan diteliti.  
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LAMPIRAN 

Lampiran 1 Daftar Pertanyaan Wawancara  

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

 Pertanyaan yang akan diajukan kemungkinan dapat berkembang sesuai 

dengan jawaban yang diberikan narasumber nantinya. Adapun narasumber yang 

akan diwawancarai diantaranya Kepala Bendahara APBD, Sekertaris APBD dan 

Pegawai Bendahara APBD (Nurlindiana, 2021) 

A. Transparansi  

2. Bagaimana di Balai Pengelolaan Sumber Daya Pemali Comal ini 

dalam menerapkan prinsip Transparansi dalam memberikan informasi 

keuangan kepada masyarakat! 

3. Bagaimana cara menyakinkan masyarakat laporan realisasi APBD 

jauh dari kecurangan, pemborosan dana! 

4. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap informasi keuangan yang 

telah dilaporankan! 

B. Akuntanbilitas  

1. Apakah ada dasar hukum dalam menyusun Laporan APBD? 

2. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menyusun Laporan 

APBD? 

3. Apakah Laporan APBD dapat diselesaikan dengan tepat waktu? 

C. Kinerja Anggaran  

1. Apa dasar  hukum perencanaan APBD? 
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2. Siapa saja yang terlibat dalam penyusunan APBD! 

3. Berapa waktu yang dibutuhkan mulai dari awal perencanaan sampai 

akhir perencanaan! 

4. Apakah sudah sesuai antara perencanaan dan penggunaan anggara? 

5. Apakah penggunaan anggaran pada suatu pelaksanaan selalu 

dipubliskan kepada masyarakat sebagai bentuk transparansi 

pemerintah? 

6. Bagaimana bentuk pelaporan APBD? 

7. Bagaimana mekanisme pertanggungjawban APBD? 

8. Apa saja faktor yang menghambat proses penyusunan kinerja 

anggaran! 

9. Selama tahap realisasi anggaran, bagaimana kegiatan dalam pencairan 

anggrannya! 

D. Konsep Value for Money 

1. Apakah sisa anggaran tahun sebelumnya dapat dijadikan sumber 

penerimaan untuk tahun berikutnya?  

2. Apakah input sudah digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan 

program maupun aktivitas yang semsetinya? 

3. Bagaimana penggunaan output di organisasi? Apakah penggunaanya 

diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan? 

4. Apakah ada pemakaian dana output lebih yang tidak terpakai? 

5. Apakah ada dampak yang dihasilkan dari realisasi yang jauh dari 

target yang telah ditetapkan? 
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6. Apa yang menyebabkan realisasi tidak mencapai target yang sudah 

ditentukan? 

 

Lampiran 2 Wilayah Kerja BPSDA PC Dinas PUSDATARU 

 
Sumber : Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU 

 

Lampiran 3 Hasil Wawancara Pihak BPSDA PC Dinas PUSDATARU 

Kepala APBD  : Sri Farikhatun 

Bendahara APBD  : Darsono  

Pegawai APBD  : Romadhoni 

Peneliti Responden 

Bagaimana Penerapan Prinsip 

Transparansi dalam memberikan 

informasi keuangan kepada masyarakat 

Setiap ada pekerjaan konstruksi 

dilapangan yang berkaitan dengan 

pemeliiharaan saluran, waduk, sungai, 

rawa-rawa, embung, bendungan akan 
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dipasang papan realisasi pekerjaan. 

Bagaimana meyakinkan masyakat atas 

laporan realisasi APBD 

Sebelum pelaksanaan pekerjaan 

mengadakan sosialissi pada masyarakat 

setempat. 

Tanggapan masyarakat terhadap 

informasi keuangan yang telah 

dilaporan 

Masyarakat merasa senang sebab 

pelaksanaannya sudah sesuai dengan 

RAB yang telah ditentukan. 

Apakah ada dasar hukum dalam 

penyusunan APBD di Balai PSDA PC 

Dinas PUSDATARU ini? 

Ada, Penyusunan APBD mengacu pada 

Keputusan Mentri Dalam Negeri No. 

29 Tahun 2002 tentang Pedoman-

pedoman pertanggungjawaban 

keuangan daerah serta tata cara 

pengawasan, penyusunan dan 

perhitungan APBD. 

Berapa lama waktu yang dibutuhkan 

dalam penyunan laporan dan siapa saja 

yang terlibat. 

Dalam penyusunan sudah ditetapkan 

pada UU nomor 23 tahun 2014 tentang 

Pemerintah Daerah bahwa Kepala 

Daerah dan DPRD wajib menyetujui 

bersama rencana Perda tentang APBD 

paling lambat 1 bulan. Disini yang 

Terlibat, Kepala bendahara APBD 

dibantu dengan pegawai APBD.  

Apakah input sudah digunakan untuk Alhamdulillah sudah, malah anggaran 
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pelaksanaan suatu kegiatan program 

maupun aktivitas yang semestinya 

dan realisasinya digunakannya sesuai 

dengan yang sudah ditetapkan. 

Bagaimana penggunaan outputnya  Penggunaannya diminimalkan dan 

hasilnya yang dimaksimalkan. 

Apakah ada pemakaian dana output 

lebih dari yang tidak terpakai 

Tidak ada, karena setiap realisasi 

keuangan harus ada bukti realisasi 

fisiknya. 

 

Lampiran 4 Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2021 

dan 2022 

 

 

Gambar 7 : Laporan perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2021 

Sumber : Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU 
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Gambar 8 : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2021 

Sumber : Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU 

 

 

Gambar  9 : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2022 

Sumber : Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU 
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Gambar 10 : Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan APBD TA 2022 

Sumber : Balai PSDA Pemali Comal Dinas PUSDATARU 
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Lampiran 5 Lembar Kesepakatan Bimbingan Skripsi  

 

Gambar 11 : Surat Kesepakatan Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I 
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Gambar 12 : Surat Kesepakatan Bimbingan Skripsi DOsen Pembimbing II 
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Lampiran 6 Lembar Bimbingan Skripsi 
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Gambar 13 : Lembar Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing I 
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Gambar 14 : Lembar Bimbingan Skripsi Dosen Pembimbing II 
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Lampiran 7 Surat Keterangan Hasil Plagiasi 

 

Gambar 15 : Surat Keterangan Hasil Plagiasi 


